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	Abstract: This study aims to analyze the implementation of internal supervision, the level of discipline among Civil Servants (ASN), and the supporting and inhibiting factors Department of Animal Husbandry and Plantation of Central Papua Province. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Eight informants were selected purposively based on their positions, experience, and involvement in supervision and ASN discipline management. Data were analyzed through data reduction, data display, conclusion drawing, and verification. The results indicate that internal supervision has been implemented through a hierarchical mechanism involving the Head of Department, Secretary, Heads of Divisions, Head of Subdivision, Heads of Sections, and direct supervisors. Supervision is conducted through monitoring attendance and working hours, attendance records, meetings, work evaluations, assignment letters, activity reports, and employee coaching. Overall, ASN discipline is relatively good but has not yet reached an optimal and consistent level among all employees. Several disciplinary issues remain, including tardiness, absence without adequate information, limited participation in official activities, delays in completing assignments, and administrative irregularities. Supporting factors include leadership commitment, clear regulations, coordination, personnel administration, technology, and ASN awareness. Inhibiting factors include geographical conditions, field assignments, limited transportation and communication networks, uneven disciplinary awareness, and inconsistent supervision and follow-up. The study concludes that internal supervision contributes positively to improving ASN discipline but needs to be strengthened through consistent, integrated, data- and performance-based supervision, continuous coaching, and fair enforcement of disciplinary sanctions.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan internal, tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan internal dalam meningkatkan kedisiplinan ASN pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah delapan orang yang dipilih secara purposive berdasarkan jabatan, pengalaman, dan keterlibatan dalam pengawasan serta pengelolaan kedisiplinan ASN. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal telah dilaksanakan secara berjenjang melalui Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan atasan langsung. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan kehadiran dan jam kerja, absensi, rapat, evaluasi pekerjaan, surat tugas, laporan kegiatan, serta pembinaan. Tingkat kedisiplinan ASN secara umum tergolong cukup baik, tetapi belum optimal dan belum merata. Masih ditemukan keterlambatan, ketidakhadiran tanpa informasi yang memadai, ketidakaktifan dalam kegiatan kedinasan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dan ketidaktertiban administrasi. Faktor pendukung pengawasan meliputi komitmen pimpinan, aturan yang jelas, koordinasi, administrasi kepegawaian, teknologi, dan kesadaran ASN. Faktor penghambat meliputi kondisi geografis, tugas lapangan, keterbatasan transportasi dan jaringan, kesadaran disiplin yang belum merata, serta pengawasan dan tindak lanjut yang belum konsisten. Penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan internal berkontribusi positif terhadap peningkatan kedisiplinan ASN, tetapi perlu diperkuat melalui pengawasan yang konsisten, terintegrasi, berbasis data dan hasil kerja, serta didukung pembinaan dan penerapan sanksi secara adil.
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PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, perekat persatuan bangsa, serta pemberi layanan kepada masyarakat. Keberhasilan organisasi perangkat daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia aparatur, terutama dalam aspek disiplin kerja, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan. ASN yang disiplin akan mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil. Sebaliknya, rendahnya tingkat kedisiplinan dapat berdampak pada menurunnya produktivitas, lambatnya pelayanan publik, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Salah satu instrumen penting dalam menjaga kedisiplinan ASN adalah pengawasan internal. Pengawasan internal merupakan proses pengendalian yang dilakukan pimpinan organisasi untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana, ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengawasan internal tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, evaluasi, pencegahan penyimpangan, dan peningkatan kinerja pegawai. Menurut penelitian Badan Kepegawaian Negara (2023), pengawasan internal yang konsisten terbukti berkontribusi terhadap peningkatan disiplin dan kepatuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah.
Pada era reformasi birokrasi saat ini, pemerintah terus mendorong peningkatan akuntabilitas dan profesionalisme ASN melalui penerapan disiplin kerja yang ketat. Hal ini diperkuat melalui Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku kerja ASN agar tercipta birokrasi yang efektif dan efisien. Dengan demikian, pengawasan internal menjadi elemen utama dalam implementasi kebijakan disiplin ASN di setiap perangkat daerah.
Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor peternakan, perkebunan, ketahanan pangan berbasis komoditas lokal, peningkatan kesejahteraan petani dan peternak, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Dinas ini bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan program strategis pemerintah daerah yang berkaitan dengan peningkatan produksi ternak, pengembangan komoditas perkebunan unggulan, pemberdayaan kelompok tani, serta pelayanan teknis kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi tersebut secara optimal, dibutuhkan ASN yang profesional, disiplin, dan memiliki integritas tinggi.
Berdasarkan fenomena yang berkembang di lingkungan birokrasi daerah, masih ditemukan berbagai persoalan kedisiplinan ASN, seperti keterlambatan masuk kerja, ketidakhadiran tanpa keterangan, rendahnya kepatuhan terhadap jam kerja, kurang optimalnya penyelesaian tugas tepat waktu, serta lemahnya pengawasan berjenjang dari atasan langsung. Fenomena tersebut juga menjadi tantangan bagi beberapa OPD di daerah otonom baru, termasuk Provinsi Papua Tengah, yang masih berada dalam tahap penataan kelembagaan dan penguatan kapasitas aparatur. Jika kondisi ini tidak ditangani secara serius, maka dapat berdampak pada rendahnya capaian program kerja, menurunnya kualitas pelayanan publik, dan tidak optimalnya pelaksanaan pembangunan sektor peternakan dan perkebunan.
Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap disiplin kerja pegawai. Penelitian Sari dan Nugroho (2022) menemukan bahwa intensitas pengawasan pimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan jam kerja ASN pada pemerintah daerah. Penelitian Rahman (2023) juga menyatakan bahwa sistem pengawasan internal yang berbasis evaluasi berkala mampu meningkatkan disiplin dan produktivitas pegawai. Namun, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada instansi pemerintah di wilayah perkotaan atau daerah maju, sedangkan studi mengenai pengawasan internal terhadap kedisiplinan ASN pada OPD di daerah otonom baru, khususnya Papua Tengah, masih sangat terbatas.
Keterbatasan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya research gap, yaitu belum banyak kajian empiris yang meneliti efektivitas pengawasan internal dalam meningkatkan disiplin ASN pada konteks birokrasi daerah baru yang memiliki tantangan geografis, budaya organisasi, keterbatasan SDM, dan sistem pengendalian yang masih berkembang. Selain itu, belum terdapat penelitian spesifik pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah, padahal dinas ini memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi daerah.
Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperoleh gambaran objektif mengenai pelaksanaan pengawasan internal dan hubungannya dengan tingkat kedisiplinan ASN. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan OPD dalam merumuskan strategi pembinaan pegawai, memperkuat sistem pengawasan melekat, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan disiplin, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkinerja tinggi di Provinsi Papua Tengah.
METODOLOGI PENELITIAN 
Bagian metodologi menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian dilakukan sehingga memungkinkan penelitian untuk direplikasi atau dievaluasi secara ilmiah. Uraian metodologi harus disusun secara jelas, logis, dan ringkas, serta relevan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan.

2.1 Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan pengawasan internal serta pengaruhnya terhadap tingkat kedisiplinan ASN melalui pengumpulan data berupa kata-kata, pendapat, perilaku, dan fakta yang ditemukan di lapangan.
Metode deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi nyata yang terjadi pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah, khususnya terkait pelaksanaan pengawasan internal dan kedisiplinan ASN. Penelitian ini tidak berfokus pada perhitungan statistik, tetapi lebih menekankan pada makna, proses, serta hubungan antarfenomena yang terjadi dalam organisasi.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai:
1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan internal pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah.
2. Bagaimana tingkat kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
3. Bagaimana pengawasan internal memengaruhi perilaku disiplin ASN.
4. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengawasan internal.
Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang komprehensif dari informan penelitian, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pengawasan internal dalam meningkatkan kedisiplinan ASN.
Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

2.2 Populasi dan Sampel
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian kuantitatif, melainkan informan penelitian yang dipilih secara purposive (Memon et al., 2025) berdasarkan pengetahuan, pengalaman, jabatan, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pengawasan internal maupun penerapan disiplin ASN. Penelitian melibatkan delapan informan yang berasal dari unsur pimpinan dinas, sekretariat, kepala bidang, kepala seksi, dan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, dengan masa kerja berkisar antara 15 hingga 25 tahun. Keberagaman jabatan dan pengalaman informan tersebut memungkinkan diperolehnya gambaran pengawasan internal dari berbagai jenjang organisasi sekaligus mendukung triangulasi sumber data. Penelitian dilaksanakan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah pada tahun 2026.

2.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, data dikumpulkan secara langsung di lapangan agar diperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan pengawasan internal dan tingkat kedisiplinan ASN pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
2.3.1 Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan internal, tingkat kedisiplinan ASN, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi instansi.
Informan dalam penelitian ini meliputi pimpinan, pejabat struktural, serta ASN yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan namun tetap memberi kebebasan kepada informan untuk menjelaskan jawaban secara luas.
2.3.2 Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat melihat kondisi nyata mengenai perilaku kerja ASN dan pelaksanaan pengawasan internal.
Hal-hal yang diamati antara lain:
1. Kehadiran dan ketepatan waktu ASN.
2. Aktivitas pegawai selama jam kerja.
3. Kepatuhan terhadap tata tertib kantor.
4. Pelaksanaan pengawasan oleh pimpinan.
5. Situasi lingkungan kerja di instansi.
Observasi dilakukan agar data yang diperoleh lebih objektif dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
2.3.3 Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan dokumen, arsip, foto, maupun catatan resmi yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap hasil wawancara serta observasi.
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Struktur organisasi instansi.
2. Data absensi pegawai.
3. Laporan hasil pengawasan internal.
4. Standar Operasional Prosedur (SOP).
5. Peraturan disiplin ASN.
6. Dokumen kepegawaian lainnya yang relevan.
Dengan menggunakan ketiga teknik tersebut, diharapkan data yang diperoleh lebih lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.4 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan proses mengolah, menafsirkan, dan menyusun data yang telah diperoleh dari lapangan sehingga menjadi informasi yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana, yang dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan.
Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

2.4.1 Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan pengawasan internal serta tingkat kedisiplinan ASN pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah. Data yang diperoleh dicatat secara sistematis untuk dianalisis lebih lanjut.
2.4.2 Reduksi Data
Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu:
1. Pelaksanaan pengawasan internal.
2. Tingkat kedisiplinan ASN.
3. Pengaruh pengawasan terhadap disiplin pegawai.
4. Faktor pendukung dan penghambat pengawasan internal.
Data yang tidak relevan disisihkan agar analisis lebih terarah.
2.4.3 Penyajian Data
Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, maupun bagan sehingga memudahkan peneliti memahami kondisi yang terjadi di lapangan. Data disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema penelitian.
2.4.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah disajikan. Kesimpulan bersifat sementara pada awal penelitian, kemudian diverifikasi kembali melalui pengecekan data tambahan hingga diperoleh hasil yang valid dan konsisten.
Melalui tahap ini, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai efektivitas pengawasan internal terhadap tingkat kedisiplinan ASN pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah.



HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan internal, tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta faktor pendukung dan penghambat pengawasan internal dalam meningkatkan kedisiplinan ASN pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah, yang diikuti dengan pembahasan dan interpretasi ilmiah terhadap temuan tersebut. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan yang memiliki posisi dan tanggung jawab berbeda, kemudian dianalisis berdasarkan tiga rumusan masalah penelitian.
Penyajian hasil penelitian diawali dengan deskripsi temuan utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar yang ringkas dan informatif. Setiap tabel atau gambar harus dirujuk secara eksplisit dalam teks dan disertai penjelasan singkat tanpa mengulang angka secara detail. Penulis dianjurkan untuk hanya menampilkan hasil yang benar-benar mendukung jawaban atas pertanyaan penelitian atau pengujian hipotesis (Halik et al., 2026).

3.1 Karakteristik Informan Penelitian
Penelitian ini melibatkan delapan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan jabatan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengawasan internal maupun pengelolaan kedisiplinan ASN pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah. Karakteristik informan disajikan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian
	Nama Informan
	Jabatan
	Masa Kerja
	Pertimbangan Pemilihan

	Drh. Rafael Heri Nugroho, S.KH
	Plt. Kepala Dinas
	21 tahun
	Pimpinan tertinggi, bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan ASN secara keseluruhan

	Mulyanto, S.Hut., MM
	Sekretaris Dinas
	25 tahun
	Menguasai administrasi organisasi, kepegawaian, dan pengawasan administratif

	Ban Wonda, S.Pd., M.KP
	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan
	24 tahun
	Berpengalaman mengawasi pegawai di tingkat bidang, kantor, dan lapangan

	Yance Dumupa, S.Pt
	Kepala Bidang Peternakan
	15 tahun
	Bertanggung jawab atas staf dan pelaksanaan kegiatan teknis peternakan

	Andreas Gobai, S.Sos., MA
	Kepala Bidang Perkebunan
	16 tahun
	Bertanggung jawab atas pengawasan staf, program, dan kegiatan lapangan

	Bernarda Magai, S.Pt
	Kepala Seksi Penyuluhan
	20 tahun
	Terlibat langsung dalam pengawasan operasional kegiatan penyuluhan

	Karam Kogoya, SP
	Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
	16 tahun
	Mengetahui kondisi pengawasan teknis, administratif, dan kegiatan lapangan

	Teriana Matani, S.Kom., MM
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	15 tahun
	Mengelola data kehadiran, izin, cuti, surat tugas, dan dokumen kedisiplinan


              Sumber: Data primer diolah (2026)
Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa informan memiliki masa kerja antara 15 hingga 25 tahun dan berasal dari berbagai jenjang organisasi, mulai dari pimpinan tertinggi dinas, sekretariat, kepala bidang, kepala seksi, hingga pengelola administrasi kepegawaian. Keberagaman jabatan dan pengalaman tersebut memungkinkan diperolehnya gambaran pengawasan internal dari berbagai sudut pandang sekaligus mendukung triangulasi sumber data.
3.2 Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap delapan informan, temuan penelitian dikelompokkan berdasarkan tiga rumusan masalah, yaitu pelaksanaan pengawasan internal, tingkat kedisiplinan ASN, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan internal.
Pertama, pelaksanaan pengawasan internal. Pengawasan internal pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah telah dilaksanakan melalui mekanisme berjenjang, mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, hingga atasan langsung pada masing-masing unit kerja. Pengawasan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pengawasan langsung berupa pemantauan kehadiran, aktivitas kerja, apel, rapat, dan pemeriksaan hasil pekerjaan, serta pengawasan administratif berupa absensi, surat tugas, izin, cuti, laporan kegiatan, dan dokumentasi. Peran atasan langsung sangat dominan dalam efektivitas pengawasan karena mengetahui kondisi pegawai sehari-hari, sementara pengawasan terhadap ASN yang melaksanakan tugas lapangan memiliki karakteristik berbeda karena ketidakhadiran fisik di kantor tidak selalu berarti pelanggaran disiplin apabila disertai surat tugas dan laporan hasil kerja.
Kedua, tingkat kedisiplinan ASN. Seluruh informan menilai bahwa kedisiplinan ASN berada pada tingkat cukup baik, tetapi belum optimal dan belum merata. Bentuk masalah disiplin yang masih ditemukan meliputi keterlambatan hadir, ketidakhadiran tanpa informasi yang memadai, ketidakaktifan dalam kegiatan kedinasan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dan ketidaktertiban administrasi. Untuk ASN yang banyak melaksanakan tugas lapangan, kedisiplinan perlu dinilai berdasarkan kombinasi antara kehadiran, surat tugas, keberadaan pada lokasi kegiatan, laporan, dan hasil kerja, bukan semata-mata kehadiran fisik di kantor. Pengawasan internal terbukti mendorong perubahan perilaku pegawai setelah diberikan teguran, arahan, atau evaluasi, meskipun perubahan tersebut belum selalu bersifat permanen.
Ketiga, faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan, kejelasan aturan dan tata kerja, koordinasi dan komunikasi yang baik antara pimpinan dan staf, dukungan sistem administrasi kepegawaian, pemanfaatan teknologi seperti absensi elektronik dan aplikasi kinerja, serta kesadaran dan tanggung jawab ASN. Adapun faktor penghambat yang paling banyak dikemukakan informan adalah belum meratanya kesadaran disiplin ASN, kondisi geografis dan luasnya wilayah kerja, keterbatasan transportasi dan jaringan komunikasi, keterbatasan sarana-prasarana dan teknologi, belum optimalnya integrasi sistem pelaporan, serta konsistensi penerapan sanksi dan tindak lanjut pelanggaran yang masih perlu diperkuat.
Secara keseluruhan, penelitian menemukan adanya hubungan yang kuat antara pelaksanaan pengawasan internal dan tingkat kedisiplinan ASN. ASN cenderung lebih tertib ketika mengetahui bahwa kehadiran dan pekerjaannya dipantau serta dievaluasi oleh pimpinan, namun pengawasan yang hanya dilakukan ketika terjadi pelanggaran belum cukup menghasilkan perubahan kedisiplinan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan internal telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kedisiplinan ASN pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah, tetapi dampaknya belum optimal karena masih terdapat berbagai hambatan individual, administratif, teknis, dan geografis yang perlu ditangani melalui pengawasan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berbasis data serta hasil kerja.
3.3 Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah dilaksanakan secara berjenjang, langsung, dan administratif, dengan peran atasan langsung yang sangat dominan karena atasan paling mengetahui aktivitas pegawai sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan penelitian Heriyani, Lambe, dan Lamba (2025) pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Puncak yang juga menemukan pengawasan dilaksanakan secara administratif dan langsung oleh atasan, meskipun masih didominasi mekanisme manual dan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Perbedaannya, penelitian ini menemukan karakteristik khusus berupa tingginya intensitas pekerjaan lapangan pada bidang peternakan, perkebunan, penyuluhan, serta lahan dan irigasi, sehingga pengawasan perlu mengintegrasikan absensi dengan surat tugas, dokumentasi, dan hasil pekerjaan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Safira, Rupiarsieh, dan Prasetijo (2025) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro yang menempatkan pengawasan internal sebagai mekanisme penting dalam mendukung disiplin PNS, namun konteks geografis Papua Tengah menuntut penilaian yang tidak hanya berbasis kehadiran fisik, melainkan juga substansi hasil pekerjaan.
Tingkat kedisiplinan ASN yang berada pada kategori cukup baik namun belum optimal mendukung temuan Tumoka (2020) mengenai efektivitas pengawasan dalam meningkatkan disiplin kerja ASN pada Sekretariat Daerah Kota Sorong, yang menegaskan bahwa disiplin pegawai tidak dapat dipisahkan dari pengawasan pimpinan. Penelitian ini memperkaya temuan tersebut dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan secara lebih rinci mengapa kedisiplinan belum merata, sekaligus menghasilkan temuan baru bahwa kedisiplinan ASN dengan beban tugas lapangan tinggi tidak dapat diukur hanya dari kehadiran fisik di kantor, melainkan juga dari surat tugas, laporan, dan capaian hasil kerja. Sejalan dengan penelitian Jannah dan Serip (2025) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, keteladanan pimpinan dan pengawasan melekat juga terbukti berperan penting dalam membentuk disiplin kerja pegawai pada objek penelitian ini, meskipun penelitian ini menambahkan bahwa keteladanan perlu diikuti pengawasan berjenjang agar tidak hanya bertumpu pada pimpinan tertinggi.
Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan internal memberikan perubahan perilaku ASN setelah diberikan teguran, pembinaan, atau evaluasi, namun perubahan tersebut belum selalu bersifat permanen apabila pengawasan tidak dilakukan secara konsisten. Temuan ini memperkuat penelitian Darliah, Suparmoko, dan Maliki (2025) mengenai hubungan pengawasan dan budaya organisasi dengan disiplin kerja ASN, sekaligus menegaskan bahwa tujuan akhir pengawasan seharusnya bukan sekadar membuat ASN disiplin ketika diawasi, melainkan membentuk self-discipline yang bertahan meskipun tidak berada dalam pengawasan langsung. Faktor pendukung utama berupa komitmen pimpinan, kejelasan aturan, dan pemanfaatan teknologi absensi sejalan dengan temuan Jannah dan Serip (2025) mengenai pentingnya sanksi dan keteladanan, sementara faktor penghambat berupa kondisi geografis, keterbatasan transportasi dan jaringan, serta konsistensi tindak lanjut sanksi menjadi kontribusi khas penelitian ini yang membedakannya dari penelitian terdahulu yang umumnya dilakukan pada instansi di wilayah perkotaan.
Secara teoretis, temuan ini memperluas pemahaman mengenai pengawasan internal dan kedisiplinan ASN pada organisasi pemerintah daerah dengan aktivitas lapangan yang tinggi dan tantangan geografis khas daerah otonomi baru, dengan menegaskan bahwa kedisiplinan perlu dinilai secara multidimensi meliputi disiplin waktu, disiplin administratif, disiplin pelaksanaan tugas, dan disiplin hasil kerja. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan perlunya Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah membangun sistem pengawasan yang lebih terintegrasi antara data kehadiran, surat tugas, laporan kegiatan, dan capaian kinerja, disertai penguatan peran atasan langsung dan konsistensi penerapan penghargaan maupun sanksi.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan internal dalam meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah, dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal telah dilaksanakan melalui mekanisme berjenjang, mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, hingga atasan langsung, dengan menggabungkan pengawasan langsung berupa pemantauan kehadiran, apel, rapat, dan evaluasi pekerjaan, serta pengawasan administratif berupa absensi, surat tugas, izin, cuti, dan laporan kegiatan. Pelaksanaan pengawasan tersebut telah memberikan kontribusi positif terhadap kedisiplinan ASN, namun efektivitasnya belum optimal karena masih terkendala konsistensi pelaksanaan, keterbatasan integrasi data, serta karakteristik pekerjaan yang banyak dilaksanakan di lapangan.
Tingkat kedisiplinan ASN pada instansi ini secara umum berada pada kategori cukup baik, tetapi belum optimal dan belum merata pada seluruh pegawai. Persoalan yang masih ditemukan meliputi keterlambatan hadir, ketidakhadiran tanpa informasi yang memadai, ketidakaktifan dalam kegiatan kedinasan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dan ketidaktertiban administrasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa kedisiplinan ASN dengan karakteristik pekerjaan lapangan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kehadiran fisik di kantor, melainkan perlu mempertimbangkan surat tugas, dokumentasi, laporan, dan hasil pekerjaan sebagai satu kesatuan indikator kedisiplinan.
Faktor pendukung pelaksanaan pengawasan internal meliputi komitmen pimpinan, kejelasan aturan disiplin, koordinasi dan komunikasi yang baik, dukungan administrasi kepegawaian, sistem absensi, pemanfaatan teknologi, serta kesadaran ASN itu sendiri. Sebaliknya, faktor penghambat utamanya adalah belum meratanya kesadaran disiplin pegawai, kondisi geografis dan luasnya wilayah kerja, keterbatasan transportasi dan jaringan komunikasi, belum terintegrasinya sistem pelaporan, serta konsistensi penerapan sanksi yang masih perlu diperkuat. Dengan demikian, peningkatan kedisiplinan ASN pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Papua Tengah memerlukan pengawasan internal yang lebih terstruktur, terintegrasi, berbasis data dan hasil kerja, disertai pembinaan berkelanjutan, keteladanan pimpinan, serta penerapan penghargaan dan sanksi secara konsisten dan adil. Kepala Dinas dan jajaran pimpinan disarankan untuk memperkuat pengawasan berjenjang serta mengintegrasikan data kehadiran dengan surat tugas dan hasil kerja, sementara penelitian selanjutnya disarankan memperluas informan hingga ke tingkat staf pelaksana dan mempertimbangkan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk mengukur besarnya pengaruh pengawasan internal terhadap kedisiplinan ASN secara lebih terukur.
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